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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembahasan Teori Gambaran Umum Perpajakan 

 

3.1.1 Gambaran Konsep Perpajakan secara Umum  

3.1.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Undang-Undang KUP, Pajak merupakan Kontribusi wajib yang 

harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara. Kontribusi ini bersifat 

memaksa dan diatur oleh Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung bagi 

pembayar pajak (Wajib pajak). 

Meskipun wajib pajak tidak menerima dampak langsung dari pembayaran 

pajak, mereka akan merasakan manfaat melalui peningkatan kualitas layanan 

publik. Dana yang terkumpul dari Pajak juga dipakai untuk membiayai program 

pemerintah dan beberapa acara atau aktivitas yang mempunnyai tujuan untuk 

memajukan kesejahteraan Masyarakat, Hal ini termasuk dalam salah satu fungsi 

pajak yaitu Budgetair. Maka peran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak 

sangat dibutuhkan. Pembayaran pajak juga mencerminkan semangat kebersamaan 

dalam membiayai kebutuhan negara dan Pembangunan nasional untuk mencapai 

kepentingan bersama.  

3.1.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai fungsi yang penting sebagai alat utama dalam 

Pembangunan nasional. Pajak sendiri memiliki berbagai fungsi yaitu fungsi 

anggaran (Budgetair) dan fungsi untuk mengatur (Regulerend). 

1. Fungsi Anggaran 

Dalam Budgetair (fungsi anggaran), pajak berfungsi untuk sumber dana yang 

digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.  
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Berbagai contoh pajak yang termasuk kedalan fungsi budget air adalah Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Dalam Regulerend (Fungsi Mengatur), pajak berfungsi untuk mengatur 

pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pajak untuk memperoleh tujuan. 

Contoh : 

• Pajak yang dikenakan untuk ekspor, dengan tarif sebesar 0% untuk 

meningkatkan kegiatan ekspor barang Indonesia agar produk Indonesia 

ada dalam pasar dunia (pasar global). 

• Memberikan tarif yang tinggi atas barang, seperti minuman keras agar 

membatasi konsumsi terhadap barang tersebut. 

• Memberikan Tarif pajak yang tinggi atas berbagai barang mewah untuk 

membatasi sifat gaya konsumtif yang berlebihan.  

3.1.1.3 Pentingnya Pajak 

 Pajak mempunyai tugas yang esensial dari kehidupan sebuah negara, 

terlebih lagi dalam hal pelaksanaan Pembangunan, dikarena pajak adalah salah satu 

penyokong utama keuangan negara yang dimanfaatkan menjadi penopang seluruh 

pengeluaran, apalagi yang berkaitan dengan Pembangunan. Pajak juga memberikan 

kemampuan kepada pemerintah agar menutupi kebutuhan public dan melaksanakan 

program Pembangunan.  

Tanpa pajak banyak aspek operasional negara akan sulit dijalankan. Untuk 

membiayai pengeluaran rutin, misalnya gaji karyawan, pembelian berbagai alat 

benda, pemeliharaan, dan lain sebagainya sangat membutuhkan pajak. Dari 

perolehan pajak, juga dapat digunakan untuk modal membuka lapangan pekerjaan 

yang baru, sehingga uang yang didapatkan bisa terus mengalami perputaran. Maka 

dari itu pajak dapat membantu perkembangan ekonomi negara. 
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3.1.2 Gambaran Umum SPT (Surat Pemberitahuan) 

3.1.2.1 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut PMK Nomor 181/PMK.03/2007 SPT atau yang biasanya disebut 

sebagai Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan individu sebagai alat  

peloporan mengenai jumlah hitungan dan pembayaran atas pajak, atas berbaagai 

objek pajak atau bukan termasuk objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Bentuk dari SPT ada 2, yaitu berbentuk dalam formulir kertas (hardcopy) 

dan  berbentuk dokumen elektronik (E-SPT / E-Filing). SPT yang ada dalam bentuk 

formulir, diambil secara langsung pada KPP yang ditetapkan Direktorat Jendral 

Pajak. Dan SPT dalam bentuk elektronik dapat diunduh oleh wajib pajak secara 

langsung dari situs DJP Online. Formulir SPT terdiri atas SPT Induk dan beberapa 

lampirab yang tidak dapat terpisah, atau dalam kata lain memiliki suatu kesatuan. 

Dalam melakukan pelaporan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT 

Tahunan) dapat dilaksanakan setiap tahun atas tahun pajak sebelumnya. Jangka 

waktu dalam melakukan pelaporan ungtuk SPT Tahunan bagi wajib pajak orang 

pribadi maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dan untuk wajib pajak 

Badan jangka waktunya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau pada akhir 

bulan April. Wajib Pajak bisa melakukan perpanjangan waktu dalam 

menyampaikan SPT Tahunan itu berjangka dua bulan sejak batas menyampaikan 

SPT Tahunan, dengan  memberitahukan perpanjangan pada SPT Tahunan. 

Untuk Wajib pajak yang mempunyai penghasilan SPT (Surat 

Pemberitahuan) bertanggung jawab atas perhitungan tarif pajak terutang serta 

melakukan pelaporan perihal: 

1. Semua harta serta kewajiban yang WP miliki 

2. Seluruh Penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak yang merupakan objek 

pajak maupun bukan objek. 

3. Pembayaran atas pomotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 

satu masa pajak. 
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4. Pembayaran atas pemotongan pajak yang dilaksanakan dari wajib pajak 

tersebut ataupun entitas lain pada satu tahun pajak 

Selain itu Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

berfungsi untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil dari perhitungan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) dan untuk melaporkan perihal: 

1. Seluruh prngkreditan atas Pajak masukan terhadap pajak keluaran. 

2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan sendiri atas pembaayaran pajak 

terutang pada satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. 

Bagi pemungut pajak SPT juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan 

pelaporan dan bertanggung jawab atas pajak yang telah dipungut, disetor dan 

dipotong. 

3.1.2.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 BAB 

II Pasal 2 dan 3, Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi: 

1. SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk pemungut PPN 

Wajib pajak orang pribadi mempunyai 3 Formulis SPT Tahunan, yaitu 

Formulir SPT 1770, Formulir SPT 1770S, Formulir SPT 1770SS. Ketiga Formulir 

ini, bersarkan total serta semua sumber penghasilan yang diterima oleh wajib pajak 

orang pribadi dalam satu tahun fiskal. Berikut penjelasan tentang ketiga formulir 

tersebut: 

1. Formulir SPT 1770 

Formulir SPT Tahunan 1770 adalah formulir yang diperuntukkan bagi wajib 

pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemilik usaha, ataupun individu yang 
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memiliki keahlian khusus, atau sering disebut pekerja lepas. Contoh nya pemilik 

restaurant, dokter, pengacara, dan sejenisnya.  

Selain itu formulir ini juga dipakai oleh wajib pajak orang pribadi yang terlibat 

dengan salah satu jenis pekerjaan baik yang bersifat penuh waktu, maupun paruh 

waktu.  Dan formulir ini digunakan untuk individu yang bekerja lebih dari suatu 

Lembaga atau Perusahaan dengan memakai PPh Final.  

2. Formulir SPT 1770 S 

Formulir SPT 1770 S (Sederhana) adalah formulir yang dipergunakan oleh 

wajib pajak orang pribadi, yang mempunyai penghasilan di atas Rp 60.000.000 

(enam puluh juta rupiah). Selain itu orang pribadi yang penghasilan nya diperoleh 

lebih dari satu tempat kerja, juga bisa menggunakan formulir 1770 S untuk 

melaporkan kewajibannya.  

3. Formulir SPT 1770 SS 

Formulir SPT 1770 SS (Sangat Sederhana) merupakan formulir yang 

dipergunakan oleh wajib pajak orang pribadi, yang memiliki penghasilan di bawah 

Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Penghasilan yang didapatkan dari bunga 

koperasi atau bunga ban, masuk ke dalam formulir 1770 SS.  

3.1.3 Gambaran E-Filling  

3.1.3.1 Gambaran umum dari E-Filing  

E-Filling merupakan metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

secara digital (elektronik), yang dilakukan secara langsung dan real time di situs 

web Direktorat Jendral Pajak (https://www.pajak.go.id) atau melalui Penyedia Jasa 

Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application service provider (ASP).  

 Untuk mengisi SPT, seorang wajib pajak harus membawa atau 

mempersiapkan beberapa dokumen pendukung, seperti:: 

a) Bukti Pemotongan yang dimiliki wajib pajak 

b) Daftar atas penghasilan Wajib pajak 

c) Daftar seluruh harta dan utang 
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d) Bukti seluruh pembayaran sumbangan/zakat dan dokumen dokumen lain 

yang berkaitan. 

3.1.3.2 Manfaat Penggunaan E-Filing 

Beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh Wajib Pajak dari penggunaan 

E-Filing untuk mengisikan SPT Tahunan melalui aplikasi, yaitu: 

1. Dalam pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan Dimana saja, yang penting alat 

yang digunakan untuk pengisian SPT harus terhubung dengan koneksi internet. 

2. Data yang dimasukkan lebih akurat, dikarenakan diketik langsung oleh wajib 

pajak. 

3. Terjaminnya keamanan dan privasi wajib pajak karena menggunakan EFIN dan 

sertifikasi digital yang membuat selama proses pengisian data terenskripsi 

selama proses pengiriman data ke DJP . 

4. Pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan 1x24 jam tanpa ada batasan waktu.  

5. Untuk melaporkan SPT Tahunan, wajib pajak tidak perlu repot-repot mengantri 

dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak. 

3.1.3.3 Kendala Dalam Penggunaan E-Filing 

 Dari berbagai manfaat dalam penggunaan sistem dari E-Filing, terdapat 

beberapa hambatan yang dialami oleh wajib pajak selama melakukan pengisian 

data untuk SPT Tahunan melalui E-Filing, Diantaranya adalah :  

1. Bagi wajib pajak yang sudah berumur atau lanjut usia, mungkin sulit untuk 

menggunakan aplikasi ini, dikarenakan ketidaktahuan nya dalam menggunakan 

alat elektronik 

2. Bagi wajib pajak yang berada dan menetap di daerah pedesaan yang sulit 

dengan koneksi internet, akan sulit dalam pengimputan data 

3. Bagi Wajib pajak yang belum memiliki email dan mengetahui kegunaan dari 

email tersebut, akan sulit dikarenakan email merupakan salah satu syarat 

penting dalam pengisian SPT Tahunan menggunakan E-Filing. 

Atas dasarnya banyak dari wajib pajak yang belum dapat menggunakan teknologi 

pada masa saat ini, terlebih bagi wajib pajak yang sudah berumur atau sudah lanjut 
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usia. Hal-hal seperti ini yang bisa menjadi kendala bagi banyak wajib pajak dalam 

melakukan pelaporan menggunakan E-Filing, pada sast pengisian SPT Tahunan.  

3.2 Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Filing pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama 

Dalam pelaksanaan untuk melaporkan SPT Tahunan menggunakan E-Filing, 

Wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki akun pada DJP Online. Untuk 

melakukan pendaftaran pada DJP Online, Wajib pajak telebih dulu harus memiliki 

NPWP dan kode EFIN. Setelah memiliki NPWP dan Kode EFIN maka wajib pajak 

bisa memulai untuk mendaftarkkan akun pada DJP – Online.  

3.2.1 Prosedur Pendaftaran akun DJP- Online 

Berikut Langkah – langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan akun pada 

DJP Online: 

1. Pertama-tama WP harus membuka situs pelayanan Direktorat Jendral Pajak 

(DJP) pada situs https://djponline.pajak.go.id maka kemudian akan muncul 

halaman seperti berikut, dan klik daftar disini. 

Gambar 3. 1 Pendaftaran Akun DJP Online 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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2. Kemudian Wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan EFIN, dapat mengisinya 

pada halaman berikut lalu klik verifikasi yang berada di bawah. 

Gambar 3. 2 Pendaftaran Akun DJP Online 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

3. Setelah itu Wajib pajak diarahkan untuk mengisi nomor telepon, email, dan 

katas sandi pada akun DJP Online, kemudian klik tombol simpan, jika telah 

berhasil akan muncul “Registrasi Berhasil” 

Gambar 3. 3 Pendaftaran Akun DJP Online 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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4. Kemudian nanti akan muncul pesan email verifikasi dari efiling@pajak.go.id 

kepada wajib pajak untuk melakukan verifikasi, kemudian klik ‘Aktifkan 

Akun’.  

Gambar 3. 4 Pendaftaran Akun DJP Online 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

5. Setelah itu akan Kembali pada halaman DJP-Online, kemudian akan muncul 

tampilan pada gambar seperti dibawah ini, yang mengartikan bahwa akun DJP-

Online telah aktif. 

Gambar 3. 5 Akun DJP Online sudah Aktif 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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Berikut Tebel Flowchar prosedur pembuatan atau pendaftaran akun pada 

DJP Online: 

Tabel 3. 1 Flowchart Prosedur pendaftaran akun 
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3.2.2 Prosedur Pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 SS 

Dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770 

SS, maka Wajib pajak memerlukan formulir bukti potong. Wajib pajak yang 

mengisi formuli 1770 SS merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan 

dibawah Rp 60.000.000. Untuk Pegawai Swasta dibutuhkan formulir 1721 A1, 

sedangkan untuk pegawai negeri diberikan formulir 1721 A2 oleh bendaharawan 

atau pemberi kerja untuk melakukan pengisian SPT. Tata cara dalam mengisi 

formulir 1770 SS pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebagai berikut: 

1. Wajib pajak dapat membuka halaman pelayanan pajak online dari Direktorat 

Jendral pajak dengan situs https://djponline.pajak.go.id kemudian login 

menggunakan NPWP dan Password pada akun DJP Online. 

 

Gambar 3. 6 Login Akun DJP Online 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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2. Setelah itu, Wajib pajak dapat meng-Klik gambar dari E-Filing. 

Gambar 3. 7 Beranda DJP Online 

Sumber : Direktor Jenderal Pajak (2025) 

 

3. Selanjutnya Wajib Pajib pajak bisa meng-klik tombol buat SPT untuk memulai 

pembuatan laporan SPT Tahunan. 

 

Gambar 3. 8 memulai buat SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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4. Kemudian akan muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

• Apakah anda menjalankan Usaha atau pekerjaan bebas? Klik 

tidak, Jika memakai formulir 1770 SS 

• Apakah andaa seorang suami atau istri yang menjalankan 

kewajiban Perpajakan Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)? 

Klik tidak, jika wajib pajak tidak menjalankan MT atau PH. 

• Apakah penghasilan Bruto yang anda peroleh selama setahun 

kurang dari 60 juta rupiah? Klik Iya, jika Wajib pajak 

memperoleh penghasilan dibawah 60 juta. Kemudian klik SPT 

1770 SS. 

Gambar 3. 9 Pengisian Formulir SPT 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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5. Setelah itu isi data formulir dengan memasukkan tahun pajak dan status SPT, 

kemudan klik berikutnya. 

Gambar 3. 10 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

6. Selanjutnya isi keseluruhan pada bagian A Pajak Penghasilan sesuai dengan 

bukti potong 1770 SS yang ada dan telah diberikan pemberi kerja. 

Gambar 3. 11 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 



34 
 

7. Mengisi bagian B. Pajak Penghasilan yang dikenai pajak final, Klik berikutnya 

Jika tidak ada  

Gambar 3. 12 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

8. Selanjutnya isi juga bagian C. Daftar jumlah seluruh Harta dan kewajiban yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak, klik berikutnya, jika tidak ada. 

Gambar 3. 13 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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9. Kemudian  Wajib Pajak dapat membaca pernyataan yang ada, klik setuju jika 

wajib pajak menyetujui pernyataan berikut, kemudian klik berikutnya. 

Gambar 3. 14 Pengisian pernyataan 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

10. Setelahnya akan ada tampilan seperti dibawah ini, kemudian klik (di sini) agar 

mendapatkan kode verifikasi.  

Gambar 3. 15 Pengambilan kode verifikasi 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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11. Selannjutnya wajib pajak dapat memilih email atau nomor telepon agar kode 

verifikasinya dapat dikirm sesuai dengan via verifikasi yang dipilih. 

Gambar 3. 16 Pengambilan kode verifikasi 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

12. Kemudian wajib pajak dapat membuka email efiling@pajak.go.id atau pesan 

sms untuk melihat kode verifikasi. 

Gambar 3. 17 Kode Verifikasi 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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13. Kemudian Wajib pajak dapat memasukkan kode verifikasi yang didapatkan, 

pada kolom yang tersedia. Jika sudah mengisi kolom tersebut, kemudian pilih 

kirim SPT. 

Gambar 3. 18 Proses Verifikasi 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

14. Dan wajib pajak akan mendapatkan bukti pelaporan SPT Tahunan secara 

otomatis. 

Gambar 3. 19 Bukti Penerimaan Elektronik 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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3.2.3 Prosedur Pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 S 

Dalam prosedur pengisian SPT Tahunan yang menggunakan formulir 1770S 

wajib pajak memerlukan beberapa dokumen untuk mengisi formulir 1770 S, berikut 

data-data yang dibutuhkan dalam mengisi SPT Tahunan pada form 1770 S: 

• Seluruh daftar hutang dan kewajiban. 

• Formulir Bukti Potong 1721 A1 atau  1721 A2 yang diberikan oleh pemberi 

kerja atau bendahara. 

• Formulir Bukti Potong 1721 lampiran VII untuk pemotongan PPh 21 yang 

bersifat final 

• Formulir bukti potong sewa dan bangunan PPh pasal 4 ayat 2 

• Formulir bukti potong penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan PPh 

pasal 23 

• Surat bukti kepemilikan harta, seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, buku 

Tabungan, STNK, dan lain-lain 

• Kartu Keluarga. 

Setelah wajib pajak mempersipkan semua data- data tersebut, wajib pajak 

dapat mengisi formulir 1770 S melalui E-filing, Tata cara Pengisian laporan SPT 

Tahunan melalui E-Filing, diantaranya: 

1. Wajib pajak membuka halaman web pelayanan pajak dari Direktorat Jendral 

Pajak pada situs https://djponline.pajak.go.id , kemudian login menggunakan 

akun DJP Online yang Wajib pajak miliki dengan NPWP dan EFIN. 

Gambar 3. 20 Login DJP Online 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 



39 
 

2. Selanjutnya wajib pajak dapat memilih gambar E-Filing pada halaman tersebut. 

Gambar 3. 21 Beranda akun DJP 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

3. Setelah itu, untuk memulai mengisi SPT, pilih buat SPT. 

Gambar 3. 22 Proses buat SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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4. Selanjutnya akan muncul pertanyaan sebagai berikut: 

• Apakah Anda menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas? Pilih tidak jika 

tidak menjalankan pekerjaan bebas 

• Apakah anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban 

perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)? 

• Apakah penghasila Bruto yang anda peroleh kurang dari 60 Juta 

Rupiah? Pilih tidak sesuai dengan bukti potong wajib pajak 

• Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, Pilihlah Form yang akan 

digunakan, kemudian Wajib Pajak dapat memilih dalam bentuk formulir 

Setelah itu Wajib pajak dapat memilih SPT 1770 S dengan formulir yang 

ada di tampilan halaman seperti berikut. 

Gambar 3. 23 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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5. Kemudian wajib pajak dapat mengisi tahun pajak dan status SPT pada halaman 

tersebut, lalu pilih selanjutnya. 

Gambar 3. 24 Pengisian Formulir 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

6. Selanjutya, secara otomatis sistem akan mendeteksi jika tedapat data 

pembayaran dari pihak ketiga. Apabila wajib pajak akan menggunakan data 

tersebut pilih iya, jika tidak menggunakan data tersebut pilih tidak. 

Gambar 3. 25 Pengisian Formulir 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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7. Kemudian Wajib pajak dapat mengisi penghasilan final yang sesuai dengan 

bukti potong yang dimiliki wajib pajak pada lampiran II bagian A. Tekan 

tambah jika ada bukti potong yang belum terinput, kemudian pilih jenis 

penghasilan dan mengisi PPh terutang dan penghasilan bruto/DPP. 

Gambar 3. 26 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

8. Selanjutnya wajib pajak bisa menambahkan harta yang dimiliki. Apabila di 

tahun sebelumnya wajib pajak sudah melapor harta dalam E-Filling, maka wajib 

pajak dapat memilih “Harta SPT Tahun lalu” untuk menampilkan harta yang 

telah di daftarkan. 

Gambar 3. 27 Pengisian Formulir SPT 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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9. Selanjutnya, Wajib pajak dapat menambahkan daftar Utang yang dimiliki oleh 

wajib pajak pada bagian C, Jika tahun pajak sebelumnya wajib pajak telah 

melaporkan daftar utang, maka wajib pajak dapat memilih “Utang pada SPT 

Tahun lalu” untuk menampilkan daftar utang wajib pajak yang terdaftar. 

Gambar 3. 28 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

10. Selanjutnya wajib pajak dapat menambahkan daftar tanggungan yang dimiliki 

oleh wajib pajak pada bagian D, jika tahun pajak sebelumnya wajib pajak telah 

melaporkan daftar tanggungan, maka wajib pajak dapat memilih “Tanggungan 

pada SPT Tahun lalu” untuk menampilkan daftar tanggungan dari wajib pajak 

yang telah terdaftar. 

Gambar 3. 29 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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11. Pada Halaman berikutnya masukkan penghasilan dalam negeri lainnya yang 

bukan final seperti bunga, deviden, royalty, sewa, hadiah, keuntungan dari 

penjualan / pengalihan harta dan penghasilan lain, pada  lampiran I bagian A. 

Gambar 3. 30 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

12. Kemudian masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang sesuai 

Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 3  

Gambar 3. 31 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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13. Setelah itu wajib pajak bisa memasukkan daftar potongan atau pemungutan PPh 

dari bukti potong, pada bagian C. 

Gambar 3. 32 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

14. Kemudian isi status perkawinan dari Wajib Pajak, dan jika melakukan 

kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami/istri, hidup berpisah, atau 

melakukan perjanjian pemisahan harta (MT/HB/PH). 

Gambar 3. 33 Pengisian Formulir SPT 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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15. Selanjutnya isilah Penghasilan Neto dalam negeri, Penghasilan Neto dalam 

negeri laiinya (secara otomatis terisi), Penghasilan Neto luar negeri, dan lain 

lain, pada bagian A. 

Gambar 3. 34 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

16. Pilih status perkawinan dan isi jumlah tanggungan sesuai bukti potong pada 

bagian B, secara otomatis akan terisi jumlah Penghasilan Kena Pajak 

Gambar 3. 35 Pengisian Formulir SPT 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

17. Selanjutnya isi pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan 

Luar negeri pada bagian C. Jika ada penghasilan dari luar negeri sesuai dengan 

ketentuan yang tertera pada bagian C nomor 10 

Gambar 3. 36 Pengisian Formulir SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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18. Kemudian isi pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25, jika 

pernah bayar angsuran PPh 25, pada bagian D Kredit Pajak. 

Gambar 3. 37 Pengisian Formulir SPT 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

19. Setelah itu, akan muncul status SPT wajib pajak, ada tiga jenis status STP yaitu, 

Nihil, Lebih bayar, Kurang bayar. Jika sudah Nihil, wajib pajak dapat 

melakukan pengisian pada bagian selanjutnya. Jika Kurang bayar, wajib pajak 

akan diberi pertanyaan, jika belum melakukan pembayaran, klik “belum, saya 

akan membuat kode Billing”. Jika sudah melakukan pembayaran klik “Sudah, 

saya sudah melakukan pembayaran” dan lampirkan bukti pembayaran. Jika 

lebih bayar maka unggah dokumen pendukung bukti pemotongan pajak dari 

Perusahaan. 

Gambar 3. 38 Pengisian Formulir SPT 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

 

 



48 
 

20. Dikhususkan pada individu memiliki status SPT Kurang bayar bisa mengisi 

pada bagian F yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. 

Gambar 3. 39 Pengisian Formulir SPT 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

21. Lanjut ke pernyataan, pilih centang pada “Setuju” jika data wajib pajak telah 

benar dan sesuai. 

Gambar 3. 40 Pernyataan 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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22. Setelah itu, pilih tulisan “disini” untuk mendapatkan kode Verifikasi, seperti 

pada gambar berikut ini. 

Gambar 3. 41 Kode Verifikasi 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

23. Kemudiana akan muncul media pengiriman kode verifikasi, kemudian pilih 

melalui email. 

Gambar 3. 42 Kode Verifikasi 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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24. Lalu Wajib pajak akan mendapatkan email yang berisi kode verifikasi dari 

efiling@pajak.go.id  

Gambar 3. 43 E-Filing Kode Verifikasi 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 

 

25. Setelah itu wajib pajak dapat mengisi kode verifikasi dan dapat memilih kirim 

SPT, kemudian wajib pajak akan menerima email bukti prelaporan secara 

otomatis. 

Gambar 3. 44 Verifikasi dan kirim SPT 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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26. Kemudian Wajib pajak dapat membuka email untuk melihat Bukti Penerimaan 

Elektronik (BPE) SPT.  

Gambar 3. 45 Bukti Penerimaan Elektronik 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
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Berikut Flowchart Prosedur Pelaporan SPT melalui E-Filing : 

Tabel 3. 2 Flowchart pelaporan 

 

 

 

 

 

 

 


